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BT'PATI TANA TORA.IA
PROVINSI ST'LAWESII SELATAil

PERATT'RAN BI,'PATI TANA TORA.'A
NOMOR 27 TAHI'N 2016

TENTAJ{G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAIT DAN BELAITJA DAERAH PERT'BAIIAN

TAHIII{ ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TT'I{AN YANG MATIA F,sA

BTIPATI TAIIA TORAJA

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2016;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dal Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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6'Undang.UndangNomor25Tahun2004tentangSistemPerencanaan
Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 442 1);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82,

Republik Indonesia Nomor 5234);

2}ll tentang Pembentukan
(Lembaran Negara RePublik
Tambahan kmbaran Negara

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Oaerah (l,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan kmbian Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah <liubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undan!-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahart

Daerah menjadi Undang-Undang (l'embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

1 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggarart

fendafatan dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2O16 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278' Tambahan

pirba.an Negara Republik Indonesia Nomor 5767), Sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang

Anggaran Pendapatan Jan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016' Tambahan

kmbaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 5907);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90'Tambahan

trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4712);
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1 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lcmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150' Tambahan

t mUaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara 
-nepublik 

Indonesia -Tahun 
2005 Nomor 165'

Tambahan kmbaran tlegam Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara

nepuUiit Indonesia fahun 2006 Nomor 25' Tambahan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapaka]iterakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeri
Nomor2lTahun2olltentangPerubahanKeduaAtasPeraturan
MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentangPedoman
PengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegaraRepubliklndonesia
Tahun 20 1 1 Nomor 3 10) ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman

PenyusunanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun2016;

27'PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor43Tahun2016tentang
Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada

PemerintahDaerah,DanPenyertaanModalPemerintahDaerah
KepadaPerusahaanDaerahAirMinum,Da.lamRangkaPenyelesaian
HutangPerusa}taanAirMinumKepadaPemerintahPusatSecara
Non Kas (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1101);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pen

telah diubah dengan Pe

Nomor 5 Tahun 201 5 te
Nomor 2 Tahun 2008 ten
Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 (kmbaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2016

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSI{AN:

MenCtAPKAN :PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN

ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah

Rp. 1.099.934.361 431,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp'1i2'445'188'016'00

""hi.,gg.menjadiRp.1.212'379.54g'44T,OOdenganrinciansebagaiberikut:
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1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asll Daerah

Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

b. Dana Perimbangan
Semula

Bertambah/Berkurang
Menjadi

c. Laln-laln Pendapatan Daerah yang sah
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

Jumlah Pendapatan
Semula
Bertambah/Berkurang
Jumlah

2. BelanJa:

a. BelanJa Tldak Langrung

1) Betanja pegawai

Semula
Bertambah / berkuran g

Menjadi
2) Belanja bunga

Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

3) Belanja Hibah
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

4) Belanja bantuan sosial
SemuIa
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

5) Belanja bagi hasil
Semula
Bertambah /Berkurang
Menjadi

6) Belanja bantuan keuangan
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

7) Belanja tidak terduga
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

Rp. 76.974.89O.OOO,OO
Rp. 16 .2s6.326.000.00
Rp. 93.231.216.000,00

Rp. 918.61 1.462.84O,OO

Ro. ( ro.5t7 .294 .329 .OO I

Rp. 908.094.168.511,00

Rp. 61.280.231.779,OO
5.221

Rp 74.588.567.000,00

Rp. 1. 101.434.361.431,00
RD. 39.678.483 .34a.82
Rp. 1. 141. I 12.844.779,82

Rp. 446.472.23O.780,00
Ro. ( 4.309.742. s60.00 )

Rp. 442.162.488.220,OO

Rp 115.000.000,00
Ro 0 0o
Rp 115.000.000,00

4 .227 .OOO.OOO,OORp.
Ro. 1 670.000.oo0.00
Rp. s.897.000.000.00

Rp. 2.704.000.000,00
R 2.4 oo.000

Rp.

Rp.
Rp.

304.000.000,00

1.007.500.000,00
o.oo

Rp. 1.007.500.000,00

Rp r29 .354.128.092,OO
0.00Rp

Rp. L29.354.128.092'OO

Rp.
Rp.

1.500.000.000,00
0.00

Rp. 1.500.000.000,00
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Jumlah BelanJa Tldak Langsung
Semula
Bertambah/Berkurang
Jumlah

b. BelanJa Langsung
1) Belanja pegawai

Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

2) Belanja barang dan jasa
Semula
Berkurang
Menjadi

3) Belanja modai
Semula
Bertambah
Menjadi

.Iumlah BelanJa Langsung
Semula
Bertambah
Jumlah

Jumlah Total BelanJa
Semula
Bertambah
Jumlah

Surplus/ (Deflstt)

3. Pemblayaan:
1) Penerimaan pembiayaan

Semula
Bertambah
Menjadi

2) Pengeluaran pembiayaan
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

Jumlah Pembiayaan Netto
Semula
Bertambah
Menjadi

Sisa lebih pemblayaan anggaran (SILPAI

Rp. 58s.379.8s8.872,0O
Ro (3.839.742.5601
Rp. 581.s40.116.312,00

Rp. 50.632.736.000,00
Ro 6.254.6A0.788.13
Rp. 56.887.416.788,13

Rp. 159.949.787.16r,00
Ro. 57.49 3.996.26s.87
RP. 2t7.843.7A3.426,87

Rp. 303.97r.979.398,00
Rp. s2.136.253.522.OO
Rp. 3s6.108.232.920,00

Rp.
Ro.

Rp 00,00
136.61Ro 4.67s.913.47

Rp. 136.614.675.913,47

1.500.000.000,00

514.554.502.559,00
1t6.244 .930.576.00

Rp. 630.839.433.135,00

Rp. 1.099.934.361.4s1,00
RD. 112.445.188.016,00
Rp. 1. 141. 122.844.779,OO
lRp. 7 t.266.7O4.667,L81

Rp.
Ro. 63.a47.971.2 46.29
Rp.

Rp

65.347 .971 .246,29

(1.500.000.000,00)
Rp 72.766.704.667.t8
Rp.

Rp.

71.266.704.667,lA

o,oo

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

penjabaran APBD sebagaimana dima-ksud dalam Pasal I dirinci lebihlanjut dalam

lampiran II Peraturan BuPati ini.
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Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut datam Pasat 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkal dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasa1 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2t flcvrur bar 2ot6

BT'PATI TANA TORA.'4,

NICODEMUA IIAI{AE

Diundangkan di Malale
pada

s DAERAH KABT'PATEI{ TAITA TOR.A"'4,

OS TARODTA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2016 NOMOR ....


